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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada kami

dalam  proses  pembuatan  Laporan  Penyelenggaraan   Sistem  Pengendalian  Intern

Pemerintah (SPIP) di lingkungan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sehingga

kami dapat menyelesaikan laporan dengan baik dan tepat waktu.

Mengacu   pada   Peraturan   Pemerintah   Nomor   60   Tahun   2008,   Sistem

Pengendalian  Intern  Pemerintah  adalah    proses  yang  integral  pada  tindakan  dan

kegiatan yang dilakukan  secara terus menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh pegawai

untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapalnya tujuan  organisasi  melalui

kegiatan yang efektif  dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset

negara, dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan

secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam   rangka   penyelenggaran   SPIP,   sesual   dengan   Peraturan   Menteri

Perhubungan Nomor: PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka PPI

Cunig telah menyelenggarakan SPIP.

Dengan  tersusunnya  laporan  penyelenggaran  SPIP  ini  diharapkan  tingkat

kematangan  (Maturitas)  penyelenggaraan  SPIP  PPI  Curug  dapat  mencapai  level

maturitas SPIP yang diharapkan.

Kami  sampalkan terima kasih  kepada semua pihak yang telah memberikan

dukungan atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPI Curug,  semoga laporan ini

bermanfant dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curug,         April 2021
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. L AT AR BE L AK AN G 

 
 

Berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ketentuan Umum, Sistem 

Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah 

Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Di dalam PP nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa SPIP merupakan salah 

satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metoda 

guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 

melalui pembangunan budaya pengendalian internal (internal control culture). 

Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungn telah dituangkan 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan  SPIP  Di  Lingkungan  Kementerian  Perhubungan  yang  

disahkan pada tanggal 14 Maret 2018 yang bertujuan untuk memberikan 

arahan dalam pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan 

pertangggungjawaban sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali, serta 

efektif dan efisien. 

Sistem Pengendalian Intern  (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang 

dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi SPIP 

1 
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adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan 

pegawai di PPI Curug perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan 

wajib menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan 

terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government 

governance) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh seluruh pegawai 

wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien 

di lingkungan kerjanya masing-masing.  

Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan  diintegrasikan pada 

semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui 

kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan 

pendekatan manajemen risiko. Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan 

SPIP, maka PPI Curug telah membentuk Tim Penyelenggaraan SPIP yang 

ditetapkan melalui Keputusan Direktur PPI Curug yang dilaporkan secara rutin 

di tingkat Satker dan Eselon I dan kemudian disampaikan kepada Satuan Tugas 

SPIP secara berjenjang dari Satker ke Eselon I serta dari Eselon I ke 

Kementerian.  

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, 

meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan 

meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja PPI Curug, diperlukannya sistem pengendalian yang 

meliputi 5 (lima) unsur yaitu (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian 

risiko; (3) Kegiatan pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; dan (5) 

Pemantauan dan pengendalian intern. 

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP di PPI Curug adalah sekurang-

kurangnya tidak ada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan 
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organisasi; tidak menghambat kehandalan pertanggungjawaban keuangan 

satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di 

satuan kerja; tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, 

kegiatan, dan output; tidak menghambat terwujudnya pelayanan publik yang 

efektif dan efisien; serta tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajiban 

pegawai.  

 

B.  D AS AR H UK UM 

Dasar peraturan/ketentuan peraturan adalah sebgai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI- Tahun 

2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara -RI Nomor 4890); 

3. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  

Reformasi  Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi; 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia 

Curug. 

6. Surat Keputusan Direktur PPI Curug No. SK.337 Tahun 2021   

tentang Pembentukan Tim Satlak SPIP PPI Curug 

 

C.  TUJ U AN P EL APO R AN 

Penyelenggaraan  SPIP  secara  umum  bertujuan  untuk  

membangun  kontrol  dan evaluasi setiap penyelenggaraan kegiatan-
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kegiatan lingkup perhubungan. Tujuan spesifik  penyelenggaraan SPIP 

antara lain: 

1. Menyampaikan  Peta  Risiko  yang  akan  timbul  dalam  

melaksanakan  kegiatan kepada pimpinan dan pegawai di 

lingkungan  Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dan tata cara 

pengendalian risiko yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan di 

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug; 

2. Mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) 

yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan di lingkungan PPI 

Curug;  

3. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;  

4. Memberikan rencana pemecahan masalah; dan  

5. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.  

D.  RU ANG LI NG KUP P E L APO R AN 

1. Pelaksanaan penilaian efektivitas lingkungan pengendalian 

2. Penilaian Risiko mencakup identifikasi risiko, Analisa Risiko 

3. Kegiatan Pengendalian, 

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan Pengendalian Intern 

 

E.  TUG AS PO KO K, FU N G SI D AN S TRUK TU R O RG ANI S AS I 

1.   Tugas Pokok 

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug mempunyai tugas 

menyelenggarakan program pendidikan vokasi,penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan . 

2.   Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PPI 

curug menyelenggarakan fungsi sebagai berikut 

a. Penyusunan rencana dan program pendidikan 
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b. Penyelenggaraaan pendidikan vokasi di bidang penerbangan; 

c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarkat; 

d. Pelaksanaan pemeriksaan intern; 

e. Pelaksanaan dan pengembangan sisem penjaminan mutu; 

f. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan; 

g. Pengelolaan urusan keuangan, umum dan kerjasama; 

h. Pengembangan program, data dan evaluasi; 

i. Pelaksanaan pembangunan karakter 

j. Pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan usaha; 

k. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan 

lingkungan; dan 

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Politeknik 

Penerbangan Indonesia Curug Perhubungan memiliki struktur 

organisasi yang terdiri dari 2 bagian dan 8 sub bagian (Gambar 1). 

  

1. Bagian Administrasi Akademik dan Kertarunaan 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

administrasi  akademik dan ketarunaan serta pengelolaan data dan evaluasi 

akademik 

Adapun dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi dan Ketarunaan 

menyelenggarakan fungsi: 

 

a. Pengelolaan dan pendokumentasian administrasi akademik; 

b. Pengelolaan administrasi serta pembinaan tenaga pendidik dan 

kependidikan; 

c. Perencanaan dan pengembangan program akademik; 

d. Pengelolaan data dan evaluasi akademik; 

e. Pelaksanaan administrasi penerimaan taruna 

f. Pengelolaan pelayanan kesejahteraan taruna; 

g. Pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna; 

h. Perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja taruna; dan 
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i. Pengelolaan administrasi alumni; 

Bagian Administrasi Akademik dan ketarunaan terdiri atas 4 (empat) Subbagian 

sebagai berikut: 

a. Subbagian Administrasi Akademik 

 Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan dan pendokumentasian administrasi akademik, perencanaan 

dan pengembangan program akademik, pelaksanaan administrasi 

penerimaan taruna, serta pngelolaan data dan evaluasi. 

b. Subbagian Adminstrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Subbagian Adminstrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai 

tugas melakukan pengelolaan administrasi serta pembinaan tenaga 

pendidik dan kependidikan.  

c. Subbagian Kerjasama Pendidikan dan Praktek Kerja Nyata 

Subbagian Kerjasama Pendidikan dan Praktek Kerja Nyata mempunyai 

tugas melakuan pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna 

serta perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja nyata 

taruna. 

d. Subbagian Ketarunaan dan Alumni 

Subbagian Ketarunaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan pelayanan administrasi ketarunaan, kesejahteraan taruna, 

serta pengelolaan administrasi alumni. 

 

2. Bagian Keuangan dan Umum 

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

urusan keuangan dan umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 18, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggaran 

fungsi: 

a. Penyiapan penyusunan rencana dan program; 

b. Pengelolaan keuangan; 

c. Penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan 

anggaran; 
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d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan 

ketatausahaan; 

e. Pengelolaan kerumahtanggan, barang milik Negara, investasi dan 

asset; 

f. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan barang milik Negara; 

g. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 

h. Pelaksanaan urusan hokum, kerja sama hubungan masyarakat, 

komuniasi public, dan protocol; 

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan 

j. Pelaksanaan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lingkungan. 

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas 4 (empat) Subbagian sebagai 

berikut: 

a. Subbagian Perencanaan  

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

penyusunan rencana dan program, penyusunan rencana strategis bisnis dan 

rencana bisnis anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja. 

b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan BMN 

Subbagian Keuangan dan Pengelolaan BMN mempunyai tugas 

melakukan pengelolaan keuangan, asset, dan barang milik Negara, 

perawatan dan perbaikan barang milik Negara, evaluasi dan 

pelaporan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa. 

c. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga 

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai 

tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata 

usaha, protocol, pengelolaan rumah tangga, serta keamanan, 

keselamtan, dan ketertiban. 

d. Subbagian Pengembangan Usaha dan Humas 

Subbagian Pengembangan Usaha dan Humas mempunyai tugas 

melakukan pengembangan usaha, pemasaran, pemanfaatan asset 

barang milik Negara, urusan hokum, kerja sama, hubungan 

masyarakat, komunikasi public, serta investasi. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN SPIP 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi acuan dalam penyelenggaraan 

SPIP di PPI Curug. Penyelenggaraan SPIP diawali dengan pelaksanaan penilaian 

efektivitas lingkungan pengendalian dan dilanjutkan dengan Penilaian Risiko yang 

mencakup: identifikasi risiko, analisa risiko dimasing-masing Eselon III dan Eselon 

IV  sebagai pemilik risiko. Tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan SPIP 

adalah kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan 

pengendalian intern. 

 

A. LI NG KUNG AN POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA 

CURUG 

Lingkungan pengendalian merupakan unsur penting karena membentuk 

budaya dan perilaku manusia. Unsur manusia merupakan penggerak dan 

menjadi landasan dalam segala aktivitas. Pimpinan dan segenap pegawai di 

Inspektorat wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem 

Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya,   melalui   penegakan   

integritas   dan   nilai   etika;   komitmen   terhadap kompetensi; kepemimpinan 

yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan 

penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 

perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan 

hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

PP Nomor 60/2008 mewajibkan Pimpinan Instansi Pemerintah untuk 

menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan 

perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern 

dalam lingkungan kerjanya. Hal ini merupakan komponen yang sangat penting 

dan menjadi unsur dasar di dalam SPIP. Kemampuan pimpinan untuk  
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menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif akan menjadi 

motivasi kuat bagi para pegawai untuk memberikan yang 

Terbaik  dalam  pelaksanaan  pekerjaannya.  Sebaliknya,  pimpinan  yang  

tidak/kurangkompeten dalam menciptakan lingkungan yang positif akan 

berpotensi mempengaruhi pegawai untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat 

merugikan instansinya. 

Penilaian terhadap efektivitas lingkungan pengendalian di lingkungan 

Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Perhubungan  dilakukan  dengan  menilai  

persepsi  pada setiap  unsur  yang berada di dalam kewenangan PPI Curug, yaitu: 

1. Penegakan integritas dan nilai etika 

2. Komitmen terhadap kompetensi 

3. Kepemimpinan yang kondusif 

4. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

5. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan 

6. Pembinaan SDM 

7. Perwujudan peran aparat pegawasan yang efektif 

8. Hubungan kerja yang baik 

Metode penilaian persepsi pada setiap unsur tersebut dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) kepada 

Aparatur Sipil Negara (ASN)  di PPI Curug.  Penilaian  persepsi ASN  atas 

kondisi faktual pada masing-masing unsur tersebut dibagi dalam 4 kategori 

yakni Tidak Memadai, kurang memadai, cukup memadai dan memadai. 

Selanjutnya setiap unsur yang   berkategori   tidak   memadai   dan   kurang   

memadai   ditindaklanjuti   dengan menyusun tindakan perbaikan yang 

bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya risiko. 

Tim PPI Curug telah menyebarkan kuesioner penilaian persepsi lingkungan 

pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE) kepada 57 ASN 

di PPI Curug yang telah memahami SPIP/telah mengikuti sosialisasi SPIP atau 

diklat SPIP dan mempunyai motivasi tinggi dalam melakukan 

perubahan/perbaikan.   
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1.   Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Berdasarkan   rekapan   hasil   kuesioner   CEE   sebagaimana   yang   

ada   di Lampiran A, unsur yang kurang memadai adalah sebagai berikut: 

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

1. Dalam sosialisasi aturan perilaku telah dijelaskan tentang bagaimana 

prakteknya dalam situasi sehari-hari. 

2. Kebijakan    organisasi    dan    aturan    perilaku    setiap    tahun    

kurang diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, 

instansi lainnya) 

3. Media  organisasi  (majalah/buletin  internal,  papan  pengumuman,  

situs resmi,   dan   lain-lain)   telah menginformasikan   pelaksanaan   

aturan perilaku oleh para pegawai 

4. Seluruh pegawai secara rutin telah menandatangani pernyataan aturan 

perilaku. 

5. Pimpinan telah memantau apakah seluruh pegawai telah mengikuti 

sosialisasi aturan perilaku 

b. Komitmen terhadap Kompetensi 

1. Kompetensi SDM kurang dipantau secara efektif 

2. Telah terdapat perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman 

kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya  

3. Pelatihan yang memadai selalu dilakukan sebelum pegawai 

menduduki posisi penting 

4. Instansi telah memiliki rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk 

menduduki posisi-posisi penting 

 

c. Kebijakan Pengembangan SDM 

1. Instansi telah mempunyai kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM 

2. Instansi telah memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem 

penghargaan (reward) yang didokumentasikan. 

3. Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) tersebut 

telah diterapkan sesuai ketentuan 
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4. Instansi telah memberikan berbagai penghargaan atas kinerja dan 

produktivitas pegawai/unit kerja 

 

2.   Rencana Tindak Perbaikan 

Dengan adanya kelemahan lingkungan pengendalian Politeknik 

Penerbangan Indonesia Curug Perhubungan perlu dilakukan tindak 

perbaikan yaitu dengan melakukan hal –hal sebagai berikut: 

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

1. Akan dilaksankan sosialisasi tentang aturan perilaku pegawai 

2. Penyampaian kebijakan organisasi dan aturan perilau melalui website 

dan media sosial 

3. Menampilkan update informasi melalui layar informasi, website dan 

surat edaran 

4. Mensosialisasikan kepada semua pegawai tentang aturan perilaku 

5. Melaksanakan sosialisasi aturan perilaku kepada pegawai 

6. Memonitor keikutsertaan/hasil sosialisasi aturan perilaku 

b. Komitmen terhadap Kompetensi 

1. Melakukan evaluasi dan pemantauan kompetensi pegawai. 

2. Mensosialisasikan kepada seluruh pegawai terkait pelatihan. 

3. Melakukan pemantauan terhadap kebutuhan diklat dan kompetensi 

tiap pegawai 

4. Mensosialisasikan kepada seluruh staf terkait posisi penting 

 

c. Kebijakan Pengembangan SDM 

1. Menerapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Melakukan Sosialisasi  kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM 

kepda seluruh pegawai. 

3. Melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM 

kepada seluruh pegawai  

4. Melakukan evaluasi dan pemantauan atas kinerja pegawai / unit 
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B.  PENI L AI AN RI SI KO 

Penilaian risiko merupakan suatu proses pengidentifikasian dan 

penganalisaan risiko-risiko  yang  relevan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  

entitas  dan  penentuan reaksi yang tepat terhadap risiko yang timbul akibat 

perubahan (Djasoerah:2010). Ini berarti bahwa penilaian risiko dimulai dari 

penetapan tujuan dan berakhir dengan penentuan reaksi terhadap risiko. 

Penilaian risiko terkait dengan kemampuan mengidentifikasi serta 

mengukur besaran risiko dalam pencapaian tujuan.  Di  dalam  lingkungan  

pengendalian  yang baik, kemampuan untuk  menilai  risiko  juga  akan  baik.  

Semua pemilik risiko wajib melakukan penilaian risiko. Pimpinan instansi 

pemerintah melakukan penilaian resiko melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Menetapkan tujuan instansi dengan cara memuat pernyataan dan arahan 

yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. 

2. Menetapkan   tujuan   pada   tingkatan   kegiatan   berdasarkan   pada   tujuan   

dan rencana strategis Instansi Pemerintah. 

3. Melakukan identifikasi risiko untuk mengenali risiko dari faktor eksternal 

dan faktor internal dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk 

tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara 

komprehensif. 

4. Melakukan analisa risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang 

telahdiidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. 

Penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Identifikasi Risiko, 

Analisis Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Metode 

penilaian risiko adalah dengan menyusun ketiga kegiatan dimaksud 

diseluruh Pejabat Struktural Eselon 3 berjumlah 2 orang dan Eselon IV 

berjumlah 8 orang sebagai Pemilik Risiko. Daftar kegiatan yang dilakukan 

oleh masing-masing Pejabat Struktural PPI Curug adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.  Daftar Kegiatan yang Dilakukan oleh Masing-Masing Pejabat 
Struktural Politeknik Penerbangan Indonesia Curug 

 

No Sub Bagian Nama Kegiatan 
BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN 

1 Kabag Administrasi 
Akademik dan Ketarunaan 

- 

2 Kasubag Administrasi 
Akademik 

- 

3 Kasubag Adminstrasi 
Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan 

Pengelolaan Administrasi Serta Pembinaan Tenaga 
Pendidikan dan Kependidikan  

4 Kasubag Kerjasam 
Pendidikan dan Praktek 
Kerja Nyata 

Memproses Administrasi Praktek Kerja Nyata (OJT, 
medex, dan jungle) 

5 Kasubag Ketarunaan dan 
Alumni  

1. Melaksanakan Urusan Asuransi aruna/i 
2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 

taruna/i  

3. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data 

Taruna/i dan Alumni ( Tracer Study) 

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM 

1 Kabag Keuangan dan 
Umum 

Menyusun, memantau dan mengavaluasi hasil kerja 
Bagian Administrasi keuangan dan umum 

2 Kasubag Perencanaan - 
 

3 Kasubag Keuangan dan 
Pengelolaan BMN 

Penggunaan Anggaran RM dan BLU  
  

4 Kasubag Kepegawaian, 
Tata Usaha dan Rumah 
Tangga 

Menyusun, memantau, dan mengevaluasi kegiatan 
Sub Bagian Kepegawaian, TU dan RT 

5 Kasubag Pengembangan 
Usaha dan Humas 

Kegiatan Kehumasan dan Publikasi 

 

Berikut   hasil   dari   kegiatan   dalam   penilaian   risiko   di   PPI Curug: 

1.   Identifikasi Risiko 

Dalam   rangka   mengetahui   risiko   dalam   pelaksanaan   tugas   dan   

fungsi kegiatan PPI Curug, maka telah dilakukan identifikasi risiko terhadap 

seluruh aktivitas kegiatan dalam melaksanaan tugas dan fungsi PPI Curug. 
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Identifikasi  yaitu  2  (dua)  bagian  kegiatan,  yaitu  terhadap  kegiatan  

yang mungkin  terjadi  risiko  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  yang  

ada  dalam DIPA  dan  terhadap  kegiatan  yang  mungkin  terjadi  risiko  

dalam  melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak ada dalam DIPA. 

Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang dilaksanakan, telah dilakukan 

penelaahan atas risiko yang mungkin terjadi dan dari hasil kesepakatan 

ditemukan potensi terjadinya risiko pada tahun 2020 sebagaimana 

ditunjukkan pada Lampiran B. Daftar Risiko. 

2.   Analisis Risiko 

Untuk memudahkan dalam proses penilaian risiko, dilakukan pemetaan 

risiko yang bertujuan untuk mengetahui sumber dan letak risiko yang 

mungkin terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPI Curug tahun 

2020. Pemetaan risiko didapatkan dari pengisian skala dampak dan 

kemungkinan dari identifikasi risiko yang telah disusun untuk kemudian 

dapat diketahui urutan atau  ranking  dari  masing-masing  risiko  yang  ingin  

dikendalikan  oleh  masing- masing Eselon III dan IV sebagai Pemilik 

Risiko. Pemetaan risiko dapat dilihat pada Lampiran C. 

3.   Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 

Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran D. 

Penyusunan rencana perbaikan dilakukan terhadap 3 (tiga) unsur yaitu: 

a.   Rencana Perbaikan kegiatan pengendalian 

Rencana perbaikan kegiatan pengendalian didapat dari kebijakan yang 

dikeluarkan  oleh  Pimpinan  untuk  mengantisipasi  risiko  yang  akan  

muncul dalam setiap kegiatan agar tujuan dari setiap kegiatan dapat 

tercapai. 

b.   Rencana Perbaikan Informasi dan Komunikasi 

Tahapan Rencana Perbaikan Informasi dan Komunikasi 

antara lain 

1)  Perbaikan materi/ informasi yang akan disampaikan 

2) Perbaikan   pada   media   yang   digunakan   dalam   menyampaikan 

materi/informasi   misalnya   dengan   penggunaan   media   online 
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(grup whatsapp dan email), surat dinas, nota dinas, pengumuman 

secara lisan, atau berita di majalah dinding. 

c.   Rencana Perbaikan Pemantauan 

Rencana perbaikan pemantauan dilakukan dalam rangka 

memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah 

dirancang oleh masing-masing pemilik risiko. Pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan SPIP merupakan tanggung jawab masing-masing 

pemilik risiko yaitu seluruh pejabat Eselon III dan IV di PPI Curug 

sebagai penanggungjawab kegiatan. 

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, PPI Curug telah 

menetapkan SK Satuan Pelaksana SPIP yang bertugas membantu dalam 

menyusun rekapitulasi hasil pemantauan dan evaluasi tersebut. Selain 

itu Tim Satlak SPIP berkewajiban melakukan pembinaan dan evaluasi 

terhadap pencapaian penyelenggaraan SPIP pada seluruh bagian di 

lingkungan kerjanya. 

 

C.  KEG I AT AN PE NG EN D ALI AN 

Kegiatan pengendalian terkait dengan kemampuan untuk memilih jenis 

pengendalian yang tepat yang dipengaruhi oleh ketepatan dalam menilai risiko. 

Pimpinan instansi serta pemilik risiko wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan 

fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan 

“kegiatan pengendalian”   adalah  tindakan  yang   diperlukan   untuk   

mengatasi   risiko   serta penetapan  dan  pelaksanaan  kebijakan  dan  prosedur  

untuk  memastikan  bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara 

efektif 

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk: 

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

2. Pembinaan sumber daya manusia; 

3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 

4. Pengendalian fisik atas aset; 

5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 
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6. Pemisahan fungsi; 

7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 

8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 

9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 

10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 

11. Dokumentasi  yang  baik  atas  Sistem  Pengendalian  Intern  serta  

transaksi  dan kejadian penting. 

Kegiatan pengendalian terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada 

masing-masing pemilik risiko (Pejabat Eselon III dan IV) tercantum dalam 

Lampiran D. Rencana Tindak Pengendalian. 

 

D.  I NFO RM ASI D AN KO M UNI K ASI 

Unsur-unsur  pengendalian  yang  lain  akan  mudah  direalisasikan  jika  

terdapat sistem  informasi  dan  komunikasi  yang  baik.  Sistem informasi dan 

komunikasi dikatakan baik jika setiap pegawai di instansi mendapat pesan yang 

jelas tentang apa yang harus dilakukan agar keseluruhan tujuan baik individu, 

kelompok, dan instansi secara umum dapat dicapai. Pemilik risiko wajib 

mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk 

dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif. 

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi 

sekurang- kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan 

sarana komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem 

informasi secara terus menerus. 

Informasi yang ada di dalam organisasi diidentifikasi, dicatat dan 

dikomunikasikan dalam   bentuk   dan   waktu   yang   tepat   dengan   cara   

yang   efektif.   Kegiatan   ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari 

pimpinan hingga ke seluruh pegawai yang ada di instansi Pemerintah. Dengan 

mengkomunikasikan informasi secara efektif, maka akan tercipta pengertian 

yang sama di seluruh tingkat instansi. Hal ini akan menghindarkan 

terjadinya kesalahpahaman (misunderstanding) maupun distorsi informasi  

sehingga  pelaksanaan tugas   dan fungsi instansi akan efektif untuk mencapai 
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tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan komunikasi efektif, maka 

pimpinan instansi: 

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; 

dan 

2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara 

terus menerus. 

E.  PEM AN T AU AN P EN G END ALI AN I N TER N 

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap 

gerak dan langkah seluruh unsur di dalam suatu instansi berjalan sesuai arah 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern yang perlu 

diterapkan harus memiliki karakteristik yang dinamis, berubah sesuai tuntutan 

kondisi. Keseluruhan proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. 

Pimpinan instansi dan pemilik risiko wajib melakukan pemantauan terhadap 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, 

evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 

Pemantauan akan menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan 

memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera 

ditindaklanjuti. Pemantauan dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 

1. Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan 

rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait 

dalam pelaksanaan tugas; 

2. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan 

pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern; 

3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera 

diselesaikan dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme  penyelesaian  

rekomendasi  hasilaudit dan reviu lainnya yang ditetapkan. 
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BAB III 
KESIMPULAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN 

 

A.  KESI M PU L AN 

Dengan diterbitkannya PP Nomor 60 tahun 2008, setiap instansi Pemerintah 

berkewajiban menerapkan SPIP dalam kegiatannya. Penerapan SPIP dengan 

baik dan  benar akan meningkatkan citra instansi  Pemerintah karena mampu 

mencapai tujuannya  secara  efektif  dan  efisien,  menampilkan  laporan  

keuangan  yang  andal, serta menghindarkan negara dari kerugian karena 

memiliki SDM yang taat pada peraturan. Adapun hal-hal terkait implementasi 

SPIP di PPI Curug dapat terangkum sebagai berikut: 

1. Kelemahan lingkungan pengendalian di PPI Curug sesuai dengan hasil dari  

rekapitulasi  Survei  Control  Environment  Evaluation  (CEE)  terdapat  

pada unsur sebagai berikut: 

a. Penegakan Integritas dan 

Nilai Etika  

b. Komitmen Terhadap 

Kompetensi 

c. Kebijakan Pengembangan SDM 

2. Daftar Kelemahan Lingkungan Pengendalian PPI Curug menunjukkan 

kondisi kelemahan di lingkungan PPI Curug yang perlu ditindaklanjuti 

melalui sebuah Rencana Tindak Perbaikan sebagai upaya perbaikan kondisi 

lingkungan pengendalian/unit kerja; 

3. Penilaian risiko untuk seluruh kegiatan di PPI Curug telah dilakukan 

oleh 10 pemilik risiko (Pejabat Eselon I I I  d a n  IV) dan menghasilkan 

Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian. 

B.  REN C AN A P ENG EM B ANG AN 

SPIP dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal ini berarti 

penyelenggaraan SPIP tidak hanya berhenti sampai ditahun ini melainkan akan 

terus berlanjut terlaksana di tahun- tahun mendatang. Dalam rangka 

peningkatan nilai maturitas SPIP dari level  III ke level IV dan V yang berarti 

adanya Evaluasi dan tindak lanjut dari seluruh kegiatan di unit kerja masing-

19 
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masing, maka perlu dibuat suatu rencana pengembangan bagi penyelenggaraan 

SPIP ke depannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan yang 

ada di instansi Pemerintah, khususnya di PPI Curug yang disahkan oleh 

Pimpinan atau minimal oleh Pemilik Risiko; 

2. Melakukan  sosialisasi  dan  mendokumentasikan  seluruh  peraturan  yang 

diperlukan pada setiap kegiatan yang akan dilakukan; 

3. Pembuatan  Surat  Keputusan  dan  Surat  Tugas  Tim  Evaluasi  untuk  

seluruh kegiatan; 

4. Pembuatan  aplikasi  e-SPIP  dan  sosialisasinya  (bekerjasama  dengan  

Pustikom Kemenhub); 

5. Penyempurnaan aplikasi untuk seluruh kegiatan dimana nantinya semua 

aplikasi memiliki dashboard Pimpinan (bekerjasama dengan Pustikom 

Kemenhub); 

6. Pembuatan aplikasi yang menunjang kegiatan yang ada di instansi 

Pemerintah, khususnya di PPI Curug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUIVIBER DAYA MANu§lA PERHUBUNGAN

POLITEKNIK PENERBANGAN  INDONESIA CURUG

DAFTAR  RISIKO

NO petny~ Rife Prm«ik Rl.stk® Ponyeb®b Oampck padB Capalan TLijtian
1

`2-

3 4 5
1 Penyusunan Pedoman SOP pelakeanaan K3. Subag Ker7asarna SOP tidak pernah dilakukan evaluasi antara terdapat 5edikit ketidaksesuaian dari yang

PKN, disusun oleh SBAPKN hasilnyadisosjalisasikankeProdiuntukmendapatmasukankorektif Pefidjdikari  &  PKN SOP dengan implementasi seharusnya

2
Penyiapan Surat terkait ke8iatan Ka. Subeg KerjasafT`a Jumlah petugas terbatas jika ada  perubahan jadwal / Iokasi menj@di
pelaksanaan OJT terhambat Pendidikan & PKN terbatas waktunya

3 Terbatasanya biaya perjalanan dinas Ka. Subag Keriasama Tidak ada  anggarar` survei lokasi OjT ijin  lokasi PKN  hanya  dapat dilakukan secara
Pendidikdn  &  PKN korespondensi minimal sebelumpelaksanaan

4
Keterlamhatan menerima ajuan terka]`t Xa`  Subag Kerjasam@ keterbatasart waktu dalam proses terdapat sedikit kendala waktu dari yang
dosen pengantar & penjemput clari prodi Pendidikan  &  PKN mempersiapkan SPT & SPJ seharusny3

3 Keterlambatan memproses pembuatan Ka. Subag Kerjas8ma Prodi terlambat mengaj'ukan usulan kegiatan Peserta OJT tidak mendapatkan biaya sesuai
pembayaran biaya pelak5anaan OJTtaruna Pendidihan  &  PKN OJT dengan waktu yang telah ditentukan

6
Keterlambet3n memproses pemhayaran Ka. Subag Keqasama Taruna terlambat mengirirnkan nana-r`ama Pembayaran Horictrarjum SiJpervisi OJT
biava honorarium supervisj OJT Pendidikan &  PKN supervisi kegiatan OJT terlambat

7 Keterlambatan memproses Surat Ka. Subag Keriasama Menunggu Surat Balasan terkait permohonan Pembayaran Biaya OJT Terhambat
pengantar dan Surat KeputusanPelaksanaan8iayaKegiatanOJT Pendidlkan &  PKN ijjn lokasi OJT dari  PPSDMPU

8

Keterlambatan pengumpulan berkas Ka. Subag Kerjasama Pemhayaran  uang pergantian sisa  PEBJADIN Menghambat pergantian biaya
Perjalanan dinas dogen pengar`tar maupunpenjemputOJT Pendldikan  &  PKN terlambat

9 Terhambatnya kegl.atan MEDEX akibat Ka. S`ibag Kerjasama "dak ada anggaran terdapat sedikit ketidaksesuaian darj yang
tidak adanya biaya operasional Pendidikan &  PKN seharusnya
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KEIVIENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANuSIA PEF3HUBUNGAN

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JL.  FtAYA PLP CURUG
TANGERANG 15820

Telp.     (021 I 598-2203/04/05
Fax.      (021)598-2234

email           :     ;:`E`j{Cj;jL3.I..J|C.L.iTQg  :i€,`Jj?
website    :    www://ppiciirug.ac.id

DAFTAR  RISIKO

No Pe,myaeen Riife PemllikRisiko Penyshab Dampak pada Capa[ar] TUJuan

1 2 3 4 5

A. KEGIATAN PENGEL0lAAI\l ADMINISTRAslSERTAPEMBINAANTENAGAPENDIDIKDANKEPENDIDIKAN

1 Beberapa Dosen belum mempunyai NIDN Tenaga a. Dosen belum memahami tentang NIDN. Administrasi tenaga pendidik tidak valid

Pendidik b. Persyaratan untuk pengajuan NIDN belumlengkapdikarenakancontohnya:dokumenhilang,belumteskesehatanc,Dosentldakkooperatif.

2

Sebagian besar pengajar belum mempunyai Tena8a a. Pengajar belum memahami tentang NUPN. Administrasi tenaga pendidik tidak valid

NUPN Pendidik b,  Persyaratan untuk pen8ajuan NUPN belumlengkapdikarenakancontohnya:dokiimenhilang,belumteskesehatanc.PenfEaiartidakkoooeratif.

3 Beberapa Dosen belum memillki sertifikat Tenaga a.  Dosen belum mempunyai NIDN Pembinaan karier Do5en terhambat dan tidak

pendidlk Pendidik b. Dosen tidak memenuhi persyaratan untuk diajukantessertifikasidosen.c.DosenfafalBadasaattessertlfikasidosen. tepat waktu

4

Pelaksanaan perhitungan Penetapan Angka Tenaga a. SK tim penilai angka kredit belum ada. Pembinaan karier Dosen terhambat dan tidak
I(redit (PAK) belum tepat `Aiaktu. Pendidik b. Dosen tidak memahami cara menghitung angkakredit.c.Dosentidakdapatmenunjukkanbuktikjnerjadikarenaken:dokumenhilang,belummelaksanakanpenelitian`d.JadwalpenilaianPAKmasihtentativemengikuti-pengajuandariDosen.e.BelumadanyapedomandosendanteiiagakeaendiclikenrangdikeluarkanolehPPIC. tepat waktu

5 Dosen belum memenuhi prosentase angka Tena8a a. Dosen tidak memahami aturan terkait PAK. Pembinaan karier Dosen terhambat dan tidak
kredit kumulatif untuk nalk ke jerijang jabatan Pendidik b. Belum adanya pedoman dosen dan tena8a tepat waktu
berikutriya kependidikan yang dikeluarkan oleh PPIC.c.Dosentidakmemilikijumalinternasional sebagaisvaratnaikkelektorkeDafa.

6

Pelaksanaan Beben Kerja Dosen belum tepat Tena8a a. Dosen memiliki masalah pada Aplikasi BKD. Administrasi tenaga pendidik tidak tepat waktu

waktu Pendidik b. Dosen tidak mengumpulkan berkas tepat waktu.c.Perbedaanpendapatantaraasesor1danasesor2.

7 Dosen belum mencapai min.12 SKS/seiTte5ter Tenaga a. Dosen memiliki kinerja vans kurang pada bidang Pembinaan keriei. Dosen terhambat

Beban KeTja Dosen ulituk Dosen Biasa(DS) Pendidll( penelltian/karya ilmiah.b.Banyakkinerjadosen yang terpusat pada bidangpenf!aiarandanpenuniang

8 Tenaga pendidik belum mempunyai latar Ter,aga Tidak adanya perguruan tinggi pascasarjana bidang Pembinaan karier Dosen terhambat

belafang pendidikan yang linier dengan bidangstudinva. Pendidik`Direktllr studi penerbangan di indonesia.
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DAFTAR  RISIKO

NO
`     Pernyataan Risiko

Pemilik Risiko .`Penyebab Dampak pada Capaian Tujuan

1 2 3 4 5

1. Keterlambatan dari masing-masing Pegawai Sub Bagian Kurang adanya  kesadaran dan  respon Berkas yang diajukan  untuk

yang akan pensiun dalam mengumpulkan Kepegawaian, TU dan yang tepat oleh Aparatur Sipil Negara proses pensiun  kurang
berkas untuk pensiun RT yang bersangkuta n . lengkap

2. Perbaikan fasiljtas umum yang rusak Sub Bagian Alur perbaikan fasilitas umum yang Perbaikan fasilitas umum
memerlukan waktu yang lama Kepegawaian, TU dan lama tidak dapat segera

RT dilakukan

3. SK Pensiun tidak bisa diberikan tepat waktu. Sub Bagian Adanya kesalahan pengetikan data SK Pensiun tidak  bisa  diberikan

Kepegawaian, TU dan Aparatur Sipil  Negara sehingga SK tepat waktu.

RT Pensiun tidak bisa diberikan tepat waktu-...-

4. Penyusunan ajuan daftar honor dan SK tidak Kepala Sub Bagian Staf Program Studi dan Tenaga Proses pencairan  honor -

tepat waktu serta SK tidak sesuai Keuangan dan administrasi pendidikan  belum honor terhambat

Pengelolaan  BMN berpengalaman

5. Anggaran RM  dan atau BLU tidak terdapat Kepala  Sub  Bagian Proses revisi DIPA/ POK yang lama Proses pencairan anggaran

dalam DIPA / POK Keuangan danPengelolaanBMN terhambat

6. menunggu hasil koreksi penyusiinan Kasubag Perencanaan Terlalu  Lama  Dokumen  LAKIP dikoreksi Menjadi terhambat

LAKIP oleh tim  BPSDM oleh Tim  BPSDM  untuk menyamakan penyusunan dikarenakandata         - tertundanya hasil koreksi

*¢+¢+^eq`AKNE:AEsfyapRE.
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DAFTAR RISIKO

P`emilik Risiko Penyebab
Dam|)ak pada CapaianI,,,TuitJah

-:                 ,``J.-`

•3 4' 5+

1 Keterlambatan dari masing- Sub Bagian Kurang adanya kesadaran dan Berkas yang diajukan
masing Pegawai yang akan Kepegawaian, Tu respon yang tepat oleh untuk proses pensiun

pensiun dalam mengumpulkan dan RT Aparatur Sipil Negara yang kurang lengkap

berkas untuk pensiun bersangkutan.

2 Berkas yang sudah diserahkan Sub Bagian Berkas tercecer di Badan Berkas yang diajukan

di Badan Pengembangan Kepegawaian, TU Pengembangan Sumber Daya untuk proses pensiun

Sumber Daya ManusiaPerhubunganadayang hilang dan  RT Manusia Perhubungan kurang lengkap

3 SK Pensiun tidak bisa diberikan Sub Bagian Adanya kesalahan pengetikan SK Pensiun tidak bisa

tepat waktu. Kepegawaian, TU data Aparatur Sipi! Negara diberikan tepat waktu.
dan  RT sehingga SK Pensiun tidak bisadiberikantepatwaktukarenaharusdirevisi.

4 Perawatan fasilitas umum Sub Bagian Peralatan kebersihan yang Perawatan fasilitas

kurang maksimal terutama Kepegawaian, TU diperlukan dalam umum tidak maksimal

kebersihan dan kerapian dan  RT pemeliharaan fasilitas umumterbatas.

5 Perbaikan fasilitas umum yang Sub Bagian Alur perbaikan fasilitas umum Perbaikan fasilitas

rusak memerlukan waktu yang Kepegawaian, TU yang lama umum tidak dapat

lama dan  RT segera dilakukan

Dst
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DAFTAR  RISIKO

ffiLTJ|
\

No PemyafronR`tsiiko Pef"" Risito Penyebab tfampak pada Capaian Tujuan

1 2 3 4.. 5

1 pembuatan Company Pofil terhambat Kasubag belum tersedianya pera]atan yang cukup dalam PPI Curug belum memiliki Video Profit

mendukung kineria Kehumasan terbaru

2

pembuatan majalah terhambat

Kasubag

sulitnya proses koordinasi dan pengumpulan datadaridivisi/bagianlain,belumdiubahnyalogoSTplmenjadiPPICsecarakeseluruhan
Ppl curug belum menerbitkan majalah

3
kurang optimalnya kinerja kehumasan

Direktur Jumlah Staff Kehumasan kurang pekerjaan selesai tidak tepat waktu

4 tumpang tindih pekerjaan Kasubag
belum jelasnya pembagian tugas masing-masing staffkehumasan

fatigue bagi staff humas tertentu

5
terbatasnya kemampuan staff dalam

Kasubag
kurangnya pelatjhan teknjs yang spesifik bagi staff

pekerjaan tidak dapat terselesaikanmenye[esaikan tugas kehumasan humas/ FGD/ seminar/ workshop terkait

6
pembuatan video dan infografis lambat

Kasubag kurangnya tenaga yang ahli di bidang tersebut pekerjaan selesai tidak tepat waktu

7

PPID terkendala

Kasubag
informasi berkala, informasi serta merta, dan PPI Curug belum memi]ki daftar informasi

informasi setiap saat belum didapat dari masing- dikecualikan, daftar informasi serta merta,
masing bagian yang memiliki data dan daftar informasi setiap saat
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PETA  RISIKO

No Pquaacn RElho Pendlit Risiko Penyshch D8mpek pede Cepoleri Tujcan Shot Rlglto Raegkln£
1 •2` 3 4, 5 6 7
1 Penyusunan Pedoman SOP Ka. Subag PKN SOP tjdak pemah dilakukan terdapat sedikit ketidaksesuaian darl 2.50 7

pelaksanaan PKN, dlsusur. oleh evaluasi antara SOP dengan yar`g seharusnya
SBAPKN hasi!nya disosialjsasikan keProdiuntukmer`dapatmasukankore`ktif implementasi

2

Penyiapan Surat terkait kegiatan Ka.  Subag PKN Jumlah petugas terbatas jika ada perubahan jadwal / lokasi 2,00 2             I

pelaksanaan OJT terhambat menjadi terbatas waktunya

3 Terbatasanya biaya perjalanan Ka. Subag PKN Tidak ado anggaran survei lokasi ijin lokasi  PKN hanya  dapat dilakukan 3,00 3
dinas OJT secara korespondensj minimal sebelumpelaksanaan

4
Keterlambatan menerima ajuan Ka.  Suba8 PXN keterbatasan waktu dalam prctses terdapat sedlkit kendala waktu dart 3,cO 3
terkait dosen pengant8r &penjemputdariprodi mempersi.apkan SPT &  SPJ yang seharusnya

S Keterlambatan memproses Ka.  S`IbaB PKN Prodi terlambat mengaj.ukan Peserta OJT tidak mendapatkan biaya 2,00 6
pembuatan pembeyaran biaya usulan kegiatan OJT sesuai dengan waktu yang telah
pelaksanaan OIT taruna diter`tukan

6

Keterlambatan memproses Ka.  Subag  PKN Taruna terlambat mengirimkan Pembayaran Honorarium Supervisi OJT 2,50 7
pembayaran biaya honorariumsupervjsiOJT nana-narna supervisi kegiatan OJT terlambat

7 Keterlambatan iT`emproses Surat Ka.  Subag PKN Menunggu Surat Balacan terkait Pembayaran 8iaya OJT Terhambat 1,00 9
pengantar dan Surat Keputusan permohonan  ijin lokasi C)JT dari
Pelaksanaan Biaya Kegiatan OJT PPSDMPU

8

Keterlambatan pengumpulan berkas Ka. Subag PKN Pembayaran uang pergantjan sisa Menghambet pergantl.an bjaya 2,50 3
Perj.alanan dinas dosen pengantarmaupunpenjemputOJT PERJADIN terlamhat

9 Terhambatnya kegiatan MEDEX Ka.  Subag PKN Tidak  ado ar`ggaran terdapat sedikl.t keti.daksesuai.ar` ciari 3,00 1
akibat tidak adanya biayaoperasional yang seharusnya-,,•-I,,tL
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SuMBEF` DAYA MANuSIA PERHUBUNGAI\l

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JL   FiAYA PLP CURUG
TANGEf3ANG  15820

Telp.     (021) 598-2203/04,'05
Fax.       (02t) 598-2234
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PETA RISIKO

to Penvyacan Rife
PeunkRislho Pertyb Dampak peda Capafan Tdyunn stor Rtsfro R8nok'no

1 2 3 4 5 6 7
A. I(E6lATAN PENGEIOIAAI\lAOMINISTRASISERTAP" B]NAANTENAGAPENDIDIKDANKEPENDIDI KAt\l

1 8eberapa Dosen belum mempunyai Tena8a a. Doseri belum memahami tentang Admiriistrasi tenaga pendidik tidak valid 4,cO 1
N'DN Pendidik NIDN.b.Pei.eyaratan urituk pengajLian NIDNbeliimlengkepdikarenakancontohnva:dokumenhilang,beliimteskesehatanc.Dosen`idakkooaeratif.

2

Seba€ian besar pengajar belum |'enaga 3. Penga|a r belum memahami teJTlan8 AdmJnistrasi tenaga pendidik tidak valid 4.00 2
mempunyal NU PN Pendidlk N|'PN.b.Persvaretan unnJk pengajuan NUPNbelumletigkapdlkarenakancontohnya:dckumenhitang.belumteekesehatanc.Pe"!aiartidektool)eratif.

3 Bcherapa Dosen belum rnemllikl Tenaga a. Do5cn belum memprnyal NIDN Pernbinaan karler Dasen tethambat dan 4,00 3
seranltat i]endldlk Pend'dik 1]. Doseri tidak mementihi persyaratanuntukdiajukentessertifihasldosen.c.Doren8agalpadasaattessertifikasidesen. ti.dak tepat viaktu

4

Pelalcsanaa n perhltungan Penetapan Tenaga a. Sk tim penil3j angka kredit belum Pembinaari karier Dosen terhambat dan 3,cO 4
ATigka Kredlt (PAK} belum tepat waktii. Pendidlk ado.b.Dosen tidak memahami caremenghmurigangkakredd.c.t}osentidakdapatmenunjukkanbuktikinerjadikerenak3n:dckumenhilang.belllmmclaksanakanpene'itlan.d.JadwalpenilafanPAKmasJhtentativemen8ikutjpengajllandartDosen.e.Belumadanyapedorvendesendaotenagakependld]kanvaiigdikeluarfan^I®hDO'r tl`dak tepat vektu

5 Dosen belLim memeriuhl prosentase Te,'aga a. Dosen tidak memahami aturon Pcmbinaan kerier Dosen terliambet dari 3.00 5
angka kredit fumufatif uiitLik nalk ke Pendidik terkalt PAW. tide k tepat vaktii

Jeiijang Jabatan berikLimya b. BeliJm adanva pedomari desco dantemagakependidikanyafigdikeluerkanoleh,Pro.c.Dosent]dakmerrliBkijumaljntemasionalsebagaisyaratnaikke•`.I....'

6

Pelalcsanaa8 8ehan Kerja Oosen belum Tenaga a. Dosen memjliki masaLah pada          . Admlni5trasi tenaga pendidik tidak tepat 3,00 6
tepat waktu Per'didik Aplikasi 8KD.b.Dosenttdek mcngumpulken beTkastepatwaktu.c.PeibedaanpendepatantBraasesor1danas~2. vraktu

7 Dosefi belum mericapal mln.12 Tena8a a. Dosen memiliki kiner|a vane kurang Pembinaan karier Dosen terhambat- 3.00 7
Sks/semester Beban Keqa t}cisen untuk Perldidik peda bidarlg pe]ieman^cai\ra llmfah.
Dosen Bjasa(DS) b. Banyak ltinerja dosen \rang terpusatpadabidangpen8ajaTandonpenunjang

8 Tertaga pendldlk belum mempunval Tenaga Tjdek adanve perguruan t].nggl J>emblnaari kan`er Dosen terhambat 3.00 8
later belakang pendldlkan yang lililer Pendidlk. pascasarjana bidang stndl
dei`gan bidang studlnya. D'rektLl, penerbangan di indonesia.    ,,//7q`

fr:NF'ERH,=^

'4¢lyQcto4NcaN sothqen`      7seel"99sO3

21NAGA KEPENDIDIKANL.t----.,--^NIS.SE..M.A2002
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PETA RESIKO

No Pe`rnvataat} His_€ko Pemi[ik Rfslko Peny®bab Dambak veda Capaian Tujuan Skor Rlslko Rangking
1 2 3 4 5 6 7
1. menunggu hasil koreksi Kasubag Terlalu  Lama  Dokumen  LAKIP Menjadi terhambat penyusunan 10.80 1

penyusunan  LAKIP oleh tim Perencanaan dikoreksi oleh Tim BPSDM dikarenakan tertundanya hasil

BPSDM untuk menyamakan data koreksi

2. Keterlambatan dari masing- Sub  Bagian Kurang adanya kesadaran Perbaikan fasilitas umum tidak 8.96 2
masing Pegawai yang akan Kepegawaian, dan respon yang tepat oleh dapat segera dilakukan

pensiun dalam mengumpulkan TU  dan  RT Aparatur Sipil Negara yang

berkas untuk pensiun bersangkutan.

3. Anggaran RM dan atau BLU tidak Kepala Sub Kekurangan data di setiap terlambatnya pemberian data dari 8.40 3
terdapat dalam DIPA / POK BagianKeuangan danPengelolaan unit yang menyebabkanbertumpuknyapekerjaan batas waktu yang diberikan

4. SK Pensiun tidak bisa diberikan Sub  Bagian Adanya kesalahan pengetikan SK Pensiun tidak bisa diberikan 6.24 4
tepat waktu. Kepegawaian,TUdanRT data Aparatur Sipil  NegarasehinggaSKPensiuntidakbisadiberikantepatwaktukarenaharusdirevisi. tepat waktu.

5. Penyusunan ajuan daftar honor Staf Program ada beberapa rumah dinas Proses pencairan anggaran 5.28 5
dan SK tidak tepat waktu serta SK Studi dan yang tidak terurus atau layak terhambat
tidak sesilai Tenagaadministrasi tinggal

6. Perbaikan fasilitas umum yang Sub Bagian Alur perbaikan fasilitas urn Berkas yang diajukan untuk 4.68 6
rusak memerlukan waktu yanglama Kepegawaian,TUdanRT proses pensiun kurang lengkap'-,

!\
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PETA RISIKO

Dampak paqa   -'CacaianTuidan skoT•Risiko
Rangkihg

-(           .(                 `,                                ,

Penyebab

1 3` •74 -5

1 Keterlambatan dari masing- Sub Bagian Kurang adanya  kesadaran dan Berka s ya ng 2,80 2

masing Pegawai yang akan Kepegawaian, respon yang tepat oleh diajukan  untuk

pensiun dalam TU dan  RT Aparatur Sipil  Negara yang proses pensiun
mengumpulkan berkas untukpensiun bersangkutan. kurang lengkap

2 Berkas yang sudah diserahkan Sub Bagian Berkas tercecer di Badan Berkas yang 2,60 3
di Badan Pengembangan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya diajukan untuk
Sumber Daya Manusia TU dan  RT Manusia Perhubungan proses pensiun
Perhubungan ada yang hilang kurang lengkap

3 SK Pensiun tidak bisa Sub Bagian Adanya kesalahan pengetikan SK Pensiun tidak 2,40 4
diberikan tepat waktu. Kepegawaian, data Aparatur Sipil Negara bisa diberikan

TU dan  RT sehingga SK Pensiun tidak bisadiberikantepatwaktukarenaharusdirevisi. tepat waktu.

4 Perawatan fasilitas u mu in Sub  Bagian Peralatan kebersihan yang Perawatan fasilitas 2,20 5

kurang maksimal terutama Kepegawaian, diperlukan dalam umum tidak
kebersihan dan kerapian TU dan  RT pemeliharaan fasilitas umumterbatas. maksimal

5 Perbaikan fasilitas umum yang Sub Bagian Alur perbaiken fasilitas umum Perbaikan fasilitas 3,00 1

rusak memerlukan waktu yang Kepegawaian, yang lama ilmiim tidak dapat
lama TU dan  RT segera dilakukan

Dst



KEIVIENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SuMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
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PETA RISIKO

\

ho PenqBtirm Risito Pemilik Ftisito Renyehab DaTnpak pada capaian Tujuan Skor Risiko Rangking

1 2 3 4 5 6 7
1 pembuatan Company Pofil terhambat Kasubag belum tersedianya peralatan yang oukup dalam PPI Curug belum memiliki Video Profil 5,63 5

2
pembuatan majalah terhambat Kasubag sulitnydaridivmeniad proses koordinassi/bagianlain,bePPICsecarakese dan pengumpulan dataurndiubahnyalogoSTpluruhan Ppl curug belum menerbitkan majalah

4,50 7

3 kurang optimalnya kinerja kehumasan Direktur Jumlah Staff Kehumasan kurang pekerjaan selesai tidak tepat waktu 6,00 4

4 tumpang tindih pekerjaan Kasubag belum jelasnya pembagian tugas masing-masing staffkehumasan fatigue bagi staff humas tertentu 6,88 3

5
terbatasnya kemampuan staff dalam Kasubag kurangnya pelatihan teknis yang spesifik bagi staff pekerjaan tidak dapat terselesaikan 8,25 2
menvelesaikan tuf!as kehumasan humas/ FGD/ seminar/ `^rorkshoo terkait

6 pembuatan video dan infografis lambat Kasubag kurangnya tenaga yang ahli di bidang tersebut pekerjaan sele5ai tidak tepat waktu 10,50 1

7

PPID terkendala Kasubag informasi berkala, informasi serta merta, dan PPI Curug belum memilki daftar informasi

5,25 6informasi setiap saat belu in didapat dari masing- dikecualikan, daftar informasi serta
masing bagian yang memiliki data merta, dan daftar informasi setiap saat





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANu`SIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIK PENERBANGAN  INDONESIA CURUG

JL.RAYAPLPCURUG        I     TELP.        (021)598-2203/04/05     I        email         :     p

TANGERANG  15820        I            FAX.         (021)598-2234            I      website  :   www://ppicurug.ac.id

RENCANA TINDAK  PENGENDALIAN

Run8king pemy~ RIslto Penycbab D8mpck pale froneqma Perhofhar` Waktu Rerteon Perfu]kan
Rencan Wdltu

Risiko Capalan Tujuari Pengendall®ri PeLaksema8n
lofomasf danKamunrfe

Pe]7whu®n PelcksSman
1 2_ 3 4 5 6 7 8 9
1 Penyusunan Pedoman SOP SOP tldak pernah terc!apat sedikit 'Kasubbag PKN Pada Saat Sharing Ka.  BAAK Pada Saat

pelaksanaan PKN, disusun olch dilakuken evaluasi ketidaksesuajan menberi arahan haporan pengetahuan mengecek Penyusunan

2

Penyiaper` Surat terkelt kegiatan Jumlah petugas j.ika ada perubahan Kasubbag PKN Pada Seat mempercepat Kabegum Pada Saat
pelaksanaan OJT terhambat terbatas jadwal / lokasi menghadap Sub bagian haporan komunikasi dengan mengecck Penyusunan

menj.adi terbataswaktunya TU untukmembicarakan haldimaksud subag terkait usujandl`maksud

3 Terbatasanya biaya perjalanan Tidak ada anggaran ijjn  lokasi  PKN Penjaga gudang tidak PadB S®at Melakukan Kabagum Pada Saat
dinas survei  lokasi OJT hanya dapatdilakukar`secarakorespondensjminimalsebelumpelaksanaan mengirim suratpermintaanbarangyangadakepadaBendaharaMaterial |aporan evaluasi biaya merigecekketersediaananggaran Penyusunan

4

Keterlambatan menerima ajuan keterbatasan waktu terdapat sedikit `Kasubbag PKN Pada Saat mempercepat Ka.  BAAK Pada saat
terkait dosen pengantar & dalam prose5 kendala waktu dari menghadap Sub bagian |apo,,an komunikasi dengan mengecek persiapan
penjemput dart prodi mempersi'apkan SPT&SPJ yarig seharusnya Program danPelaporanuritukmembicarakanhaldimaksud prodi terkait pembuatanWa8rup

5 Keterlambatan memproses Predi terlambat Peserta OjT tidak

Kasubbag PKN sudahMemberiarahankepadaKaprodiyangbersangkutan

Pada Saat mempercepat Ka.  BAAK Pada saat
pembuatan pembayaran blaya mengajukan usulan mendapatkan Laporan komunik3si dengan mengecek persjapan
pelaksanaan OJT taruna kegiatan OJT bjaya sesuaidenganwaktu yangtelahditentukan prodi terkai.t pembuatanWagrup

6

Keterlam batan memproses Taruna terlambat Pembayaran
Kasubbag PKN sudah

Pada Saat mempercepat Ka.  BAAK Pads saat
pembayaran biaya honorarium mengirimkan narna- Honorarium Laporon komunikasi dengan mengecek persiapan
supervisi OJT nama supervisi Supervisi OJT Memberi arahan prodi terkait pembuatan

kegiatan OjT terlambat kepada Kaprodi yangbersangkutan Wa  8rL,P

7 Keterlambatan memproses Surat Menunggu Surat Pembayaran Biaya Kasubbag PKN Pada Seat mempercepat Ka.  BAAK Pada saat
pengantar dan Siirat Keputusan Balasan terkait OJT Terhambat berkordinasi dengan Laporan komunikasi dengan mengecek persiapan
Pelaksanaan 8iaya Kegiatan OJT permohonan ijinlokasiOJTdartPPSDMPU PPSDMPu prodi terkait pembuatanWa8rup

8

Keterlambatan pengumpulan Pembayaran uang Men8hambat Kasubbag PKN  sudah Pade Scot mempercepat Ka.  BAAK Pada saat
berkas Perjalanan dinas dosen pergantian sisa pergantian biaya Memberi arahan Laporan komunikasi dengan mengecek persiapan
pengantar maupLin penjemput PERJADI N terlambat kepada Kaprodi yang prctdi terkait pembuatan
OJT bersangkutan Wa 8rup

9 Terhambatnya kegiatan MEDEX Tidak 8da anggaran terclapat sedikit

Kasubbag PKN
Ped8 Seat Melakukan Kabagum Pads Seat

akibat tidak adenya biaya ketjdaksesuaian Laporan evaluasi biaya mengecek Penyusunan
operasjonal dari yar,8seharusnya m€nghadap Sub bagi.anPerencanaanuntukmembicarakanhaldimaksud ketersedi8ananggaran

rfJ>TTT\>
bruari 2021

N   KERJASAMA

01071991031001
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KEMENTEFllAN PERHLJBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SuMBER DAYA fvIANuS]A PERHUBUNGAN

POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG
JL. RAYA FILP CURUG
TANGERANG  15820

Telp.      (o21) 598-22o3+.04ro5
Fax.       {021 } 598-2234

email          :     .pi:ji{LitjpLDtcui-ug.ac.icl
website    :    www://ppi¢urug,ac.id

RENCANA TINDAK  PENGENDALIAN

fangivng Pemvarm Rrm Penych Dapckpat R~pedhafty Vwh RctcamI]e~ Her- unkgiv
Rfro CapalfroTugrm Pengendafro PchpaBce8 fo-danftyuntwasi Ponarnaen peftynrm

1 _2, 3 A 5 6 7 8 9

A. KEGIATAN...........~....~.......

A. KEGIATAN PENGElolAANADMINisTFiAsrsERTAPEMBWAANTENA6APEM0lDIEDANKEPENO]BIKAN

1 8eberapa Dceon beLum mempLmvalNIDN a. Daseo belum riiemahami tentangN'DN.b.PersyarataRLintukpengajuarilllDNbelurnlengkapdltorenekancor`tohoya:dokultienliilang,belumteebeehatan.`..`......`...., AdmJnistrarsl tenaga a. Sos.alisa5} Karfer Dasen qu NLota thaas. Rapat KasLibe8 Pada saat
pendidik tidak valid b. Pengajun Rngistrasi memberi*an persiapen

N'l)N note dirras kepredi

2 Sebaglan besar pengajar belum a. Pengajar belum memaham! Admlnistrasj tenaca a. Penffjuan Re8thrasi lan-Des Note Dines, Rapat Kasuba8 Pada saat
mempiirtyaj NUPN tentang NuPN.b.Perperatari untul( pengaJuanNumlbctumlengkapdikarenakancontol`ny3:dalc`imenl`ilang,belumteskesehatao.`,I:.-....... peodidik tldak valid NUPN memberikannotedirlaskepTodi perslapan

3 Behapa Dosen bdum mendllki a. Dosen belum mempunvai NID^l Pewhiiaanhan'er a. Sos.alisasJ Sertlfikesl April Note t»n8s, Rapat
Kasubag

Pada saat
sermka( pendidik b. Dosen (idak memenuhi hosen `eThambat da Dosen persiapan

persyaratan untuk di @|uhan tee tidak tepat waktu b. Pcmblmblingan Saat T memantau
sert]fikas] dcen.c.DoserigagalDeda coat tessctifikas]dosen. Serf.fikas; Oosen jadwa'sertifikesidosenkemendikbud

4 Pelaksanaan perk-d]ingari Penetopan a, SK tim pen-tei angka kredit belumadd. Ponbinaan kan.er a. Membuat SK tim PAK Januari Nota Binas, Rapet Kasubag Pada saat
Angl¢a Kredit |PAK) belum tepat Oos€n Lerhambal da b. MembLcat jndl membenkan kegiatan
wck'u, b. Doscn tjdak memahami caremenghitungan8tokredit.c.Dosentidaldapatmenunjulckanbuktikinquadiharenahan:dokiimenhqan8.belummelaksanakanpenelitfan.d.JafrolpenllalanPAKn.aslhtentathiemenBlkutipengaj.LrandartDeseo,e.8elumadanyapedo"ridosendantenagakependidikanyangdilcetverk3nolchPPIC. Bdal( tepat waktu penilaian PAK note dlnas kepredj

5 Dosen bchm memenuhl prosentase a. Dosfn tldak memahami aturan Pemb.naan karle/ a.Sostalts3sl Kaflcr Dosen Junl Nota Dlnas, Rapat KasLlbag Pada saat
an8fa krediit kLiiwhff unt`ik riaik ke te,kait PAK. Dosen terfuambat dan b. Mewhuet jadwh memberik®rt ke8latan
jen|ai`g |abatan berikutmra b. Belum adai`va pedoman dosendantemagakependidlkanvanedlkeluerkanolehPF.lc.c.Oasentdekmemillkljumalintemasionalseba8aJsvaratnailke-......` Ouak tepat waktu penilaian PAX nDta dinas kepredl

6 Pehaksaf`aan Oeban Kedy Dosen a. Dosen memiliki masaLal` pads Adminlstrasi tenaga a. Soslalisafi eke I:efrori Note Dines, fapat Kasubag Pada saat
belum tepat waktu rtyifasi Bra. pendidik tidak tepal b. Persamaao Presepsi ii`emberjkan ke8iatan

b. Dosen tidak mengumpulfanberkastenetwafro.c.Perbedaertpendapetant3raa<o<nr1rl2nxp<Ar) waktu note dines keprodl

7 Dosen bchim mcocapal wh. 12 a. Dosen men:Llki kinet]a yang Penrfu.naan karfer a. Memberi surat F®bruarl Nota Dina!, topet Kasubag Pada saat
SKS/semester Beban Kerja Dosen Lurang pads bldarlg penelitianAcarya ben terhambat pringatan memb€r`kan ke8iatan
untut 1]© Bfasa{OS) ilmich.b.Banyak k.ii`er|a dosen yangterpusatpedabidangpengajaran.-`^-IJJ, b. Pembinaan dosen rtota dinas keprod'

8 Tengp pendldlk belum momDLinvai 1idak edanya perguruao tlngd Pembinaan toriei a.  PengajLLan RPL Jatr Des Nofa Dlnas, Rapat Kasuba8 Pada saat
tatar belakan8 pendidllcan yang llnier pescasarJana bldang studi I- terhambet b. Ket]asem3 dengan memberlkan ke€iatan
den8an biding suliriya, penerbeng3o di indonesia. pengurunii tinge luerneeer, nota dinai keprodi
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RENCANA TINDAK  PENGENDALIAN

Rat)gking
Pemyataan Risfko Penyebab

Dampak pada Rencana Perbaikan
waktuPelaksanaan

RencanaPerbaikan
Rencana

waktupelaksaT\aan

Risiko Capaia n Tujuan Pengendallan lnformasi danKomunll(asi Pemantauen

1
`         i-     ,-

3 4 5 6 7 8 9

1. menunggu hasil koreksi Terlalu Lama Berkas yang diajukan Kominunikasi  hasil 2  hari Kominunikasi Memberikan 2 hart

penyusunan LAKIP oleh tim Dokumen  LAKIP untuk proses pensiun koreksi penyusunan hasil koreksi diklat sesuai
BPSDM dikoreksi oleh TimBPSDMuntukmenyamakandata kurang lengkap LAKIP oleh tim  BPSDM penyusLlnanLAKIPolehtimBPSDM tupoksinya

2. Keterlambatan dari Kurang adanya Berkas yang Memberikan diklat 2  hari Pengadaan Memerintahkan 2 hari

masing-masing Pegawai kesadaran dan diajukan untuk sesuai tupoksinya SDM untuk

yang akan pensiun dalam respon yang tepat proses pensiun men8ikuti

mengumpulkan berkas oleh Aparatur kurang lengkap kegiata n yang

untuk pensiun Sipil Negara yangbersangkutan. sesuai dengantupoksinya,menempatkanSDMsesllaidenganLatarbelakangnvadan

3. Anggaran RM dan atau BLU Proses  revisi  DIPA/ Proses pencairan Berkoordinasl terkait 1  hari Pengadaan Membuat surat 1  hari
tidak terdapat dalam DIPA /POX POK yang lama anggaran terhambat data yang dibutuhkan ajuan

4. Menunggu hasil Surat Terlalu lama berkas ada yang Dalam proses 2  hari Komunil{asi Membuat surat 2 hari
Keputusan yang Ajukan olehSubbagTataUsaha&KepegawaiankelnstansjIainyadenganwaktuLama dokumen tertinggaldilnstansilainuntukdiproses hilang komunikasi aJ'uan

5' Kurangnya kesadaran akan ada beberapa rumah dinas tidak Dalam proses 3  hari Pemasangan Membuat surat 3 hari

pemeliharaan rilmah djnas rumah djnas yang terpelihara dengan komunikasi ajuan
dimasing -masing penghuni tidak terurus atauI.. baik

6. SDM tidak memiliki pekerjaan Tidak maksimal Memerintahkan 2 hariNPER`' Pengadaan Membuat surat 2  hari

wawasan di tupoksi yang terhambat dalam  pelaksanaan SDM  untuk ajuan

dimiliki pekerjaan mengikuti kegiatanyangsesuaidengantupoksinya•-

rna   --,.-,   --i    ,'`i.®1Flo
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email        :   ppi@ppicurug.ac.id
website  :   http://www.ppicurug.ac.id

Telp.      (021) 598-2203/04/05
Fax.      (021)598-2234

JL.  RAYA PLP CURUG
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Rangiv Pen-flsoo Pepebab DagivpiriCBpaimTLfro -I Per.b PEmndh `- fte-Pertain fie-Pe- RenenattemalItaiien vwh
Rifro pet- utbrnrd I- P®kham

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
pembuatari Compeny Pofi Iterhambat belum teTsedlanya pcolfud1nedkatan yangkl PPI  Curug belum mefTii ll kl  video mambuat nct3 dinas pengajuan pada saat nrenpercepatkornunikasi

WA & Tdepon
rapat awal dengan pada saat

Cu     P    3am            ltung     lierjaKchumasan
pengadaan alat p'slapan dengan pr hat terka i I bagian terkait persiapan

2

penbuatan majalah terhambat stfl itrr`ra proses I(oordinasi dan Pl'l curug bd`m rrmefoltka a

mei`gadakan perte muan pada saat mempercepatkomunihasi
nrmbuatgrilpWA

kasubag mengecek pada saat
peng`lraptilan data darl dlvi si/bBgi an majalah penyampaiari persiapan
lal n, bel urn dl ubehnya logo STplrrmjadil'PICserarakeseluruhan persiapan dengan pl hat terkaJt informasi

3
kurang optimal nya ki nerja Jumlah Staff Kehlmsan kura ng pckerjaa n selesa I t] da k tepat Membicarakan dengan Kepala pada saat mefnpercepatkomunlha5i

WA & Tdepon
rapat awal dengan pada seat

kehurmasan waktu
Ba8ian pelatsanaao dman pi hat terkait bagian terkait persiapan

4
tumpang tl ridi h pckedaan belumjelasnyapendegl a tugasrnasan tigue bagi  staff humas tertentu

rapat iritemal pada s@at sharing informasl secara r"whuat grup WA
rapat awal dengan pada saat

rmaslng-maslngstaffkeh perslapao kelompok bagi an terkait persiapan

5

terbatas nya kefma mpuan staffdalamrnenyelesaIkantogas ktlrangTrya pelatihan tekspeslflkhaglstaffhums S YangFcO/ pcker}aan tl da k dapattgselesaikan membuat nota dinas kebutuhan
pada saat mempercepatkomunlkasi r-buat grup WA

kasubag mengecek pada seat

kehumasan sendmar/verkshoptzF t
pelatihan

pelaksariaan d€n plhak terkait penyampaianinformasi persiapan

6
pembuatan video dan info8rafls k`Jrangnys tmaea yang ahli di  bidang peker]aan selesai tidak tepat membi carakan derigan bagian pada saat nrar`percepatkomun1kas1

WA & Tel epon
rapat awal dengan pada seat

'amba' tersebut waktlJ
kepegavaian pelaksanaan dengan pi hat terkeit bagian terkeit persiapan

7

PPI D terkendala informasl berfal a, i nforrmasl serta PPI Curug belum memllkl  dafter

membuat nota dinas rapat pada saat sharing informasi seeara nwhuat grup WA

rapat awol dengan pada saat
-, dan lnforimasl set]ap saat belum i nformasl dl kecual i (a n, dafta r baBian terkait persiapan
dldepatdarl.maslnglmaslnghaglanvanf!nedllkjdata Informasl 5efta flrerfa, dandaftarinfonirasisetlaDsaat perslapan kelompek


